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RINGKASAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAIL

Imam Ropil

Berdasarkan pada pasal 7 A Undang Undang Dasar 1945 Amandemen,
Presiden dan Wakial Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR
atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penglaanatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Presiden sebagai kepala Pemerintah yang proses pemilihannya melibatkan
seluruh warga negera yang memenuhi syarat oleh UUD dimungkinkan untuk
diberhentian dalam masa jabatannya jika memenuhi syarat. Ketentuan ini juga
membawa implikasi pada Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah -
yaitu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila memenuhi syarat untuk itu.
Dalam UU No. 32/2004 pengaturan tentang Pemerintahan Daerah telah berhasil
dilakukan dengan telah disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Salah satu pengaturan yang sangat berbeda antara UU No. 32/2004 dengan
pengaturan Pemenntahan Daerah masa sebelumnya adalah tentang pemberhentian
Kepala Daerah. Pada prinsipnya pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah dapat dilakukan pada masa jabatannya dan pada akhir masa jabatan.

Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Darah dari segi
prosesnya dapat dilakukan dalam dua model. Pertama, pemberhentian Kepala Daerah
dan/atau Wakii Kepala Daerah yang didasarkan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemberhentian atas usul DPRD ini dibagi dalam dua kelompok alasan. Pertama,
karena alasan berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru dan
karena alasan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan (pasal. 29 ayat (2) adan b.).
Pemberhentian karena alasan ini diusulkan DPRD kepada Presiden. Kedua,
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena alasan : a) tidak
lagi memenuhi syarat sebagal Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah ; b)
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
daerah;c) tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah; dan d) melanggar larangan bagi Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala
Daerah. Pemberhentian karena alasan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD
berupa “pendapat DPRD™ untuk diajukan ke Mahakamah Agung guna diperiksa,
diadili dan diputuskan.

Kedua, pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa
melalui usulan DPRD. Pemberhentian model ini dilakukan secara langsung oleh
Presiden dengan dua sifat. Pertama pemberhentian sementara. Pemberhentian
sementara dilakukan langsung oleh Presiden karena alasan : a) apabila dinyatakan
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melakukan tindak pidana kejahatan vyang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan (sesuai dengan penjclasan
pasal ini, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan pertama/pengadilan negeri). b)
karena diduga melakukan tindak pidana teronisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara. Kcdua, pemberhentian. Pemeberhentian dilakukan oleh
Presiden tanpa melaiul usulan DPRD karena alasan : a) terbukti melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; b)
terbukti melakukan tindak pidana terorisme, makar dan/atan tindak pidana terhadap
keamanan negara.

Pemberhentian Kepala Daerah dan atan Wakil Kepala Daerah yang muat
dalam undang-undang tentang Pemerintahan Dacrah i lebih mengedepankan
mekanisme hukum dan pada mekanisme politk melalui pertanggungjawaban
kebijakan. Pemberhentian dengan mckanisme hukum melalui proses pengadilan
merupakan mekanisme yang lebih adil dan transparan daripada mekanisme politik
melalui DPRD.

Dalam mekanisme pemberhentian Kepala Dacrah dan atau Wakiul Kepala
Daerah, seperti halnya dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
sebelumnya, hegemoni Presiden masih sangat besar. Hal ini nampak baik mengenai
pengesahan calon Kepala Dacrah dan Wakilnya maupun proses pelantikan serta
proses pengesahan dalam pemberhentian Kepala daerah dan atau Wakil Kepala aerah.

Mengingat proses pemilihan dan pengesahan serta pemberhentian Kepala
Daerah dan atau Wakilnya di daerah-daerah sudah mendekati untuk dilaksanakan
mengingat masa jabatannya yang hampir habis, maka pembentukan Peraturan
Pemenntah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hal tersebut merupakan
kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

yii
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SUMMARY
DISMISSAL OF REGIONAL HEAD
BASED ON LAW NO. 32 YEAR 2004

OF REGIONAL GOVERNMENT
IMAM ROPIT

Based on article 7 A of Basic Law 1945 Amendment, President and Vice
President are able to be dismissed from thetr position by MPR upon the suggestion

of DPR, on due course have been conducted a Law Offence such as for being

unfaithful to their nation, Corrupt, bribery, serious criminal offence, or other
improper attitude ¢ven if they are proved improper to be a President and/or Vice
President. ,

President as Government Head whom the election process have envolved all
citizen who are considered qualify by the Basic Law (UUD) is possible to be
dismissed in his ruling period if he is considered improper. This provision also has
an impact to Regional Head as the regional government which is he can be
dismissed during his ruling period if he is considered so. According to UU No.
32/2004 the arrangement on Regional Government has been successfully approved
by the legalizing of Law No. 32 year 2004 about Regional Government.

One of the diversity in arrangement between Law No. 32/2004 with the
Arrangement of Regional Government on previous era is on the dismissal of Head
of Regional Government. In principle, the dismissal of Regional Head and/or Vice
Regional Head shall be conducted dunng their ruling period or at the end of their
period.

The Dismissal of Regional Head and /or Vice Regional Head according to its
procedures can be conducted in two models. First, the dismissal of Regional Head
and/or Vice Regional Head based on the suggestion of Legislative Assembly (DPR).
This kind of dismissal by Province Legislative Assembly is divided in two reasons.
First, due to the ruling period of previous Regional Head has ended and the new
Regional Head has been elected, also due to the reason that he is considered unable
to continue his duty as a Regional Head and is not present for 6 months (Article 29
verse (2) a and b). This kind of Dismissal is suggested by Regional Legislative
Assembly (DPRD) to the President. Second, the dismissal of Regional Head and/or
Vice Regional Head caused by : a)having been considered as no longer qualify for
being a Regional Head and/or Vice Regional Head; b) having been stated to have
offence the sworn/oath as Regional Head or Vice Regional Head; c¢) does not
conduct his obligation as Regional Head and/or Vice Regional Head; and d)
trespassing the prohibited for Regional Head and/or Vice Regional Head. Dismissal
to the above reasons shall be decided in Final Meeting of Regional Iegislative
Assembly (DPRD) 1n the form of “ Regional Legislative Assembly opinion” to be
proposed to Supreme Court for further investigation, judgement and decide.

Second, the dismissal of Regional Head and / or Vice Regional Head without
the suggestion of Regional Legisiative Assembly. This kind of dismissal is
conducted directly by President in two natures. First, temporary dismissal.
Temporary Dismussal 1ssued by President is done for the following reasons: a) If the
potnted persons is stated to have conducted a scrious criminal offence and is
threatened with 5 years imprisonment at least or more based on the court decision {
according to this article, the pointed court is the first stage of court/ state court). B)

vitl
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he is being suspected for a terrorism act, betrayal and / or other criminal act that is
cndangering the State. Second, Permanent Dismissal. Permanent Dismissal is issued
by President without any suggestion from the Regional Legislative assembly duc to
‘the following reason: a) being proved to have conducted a criminal act with at least
5 years imprisonment or more based on the court decision which has gained a
permanent law empowerment; b) being proved to have conducted a terrorism act,
betrayal and/or criminal act that may endangering the State.

Dismissal of Regional Head and or Vice Regional Head contained on the
Law of Regional Government is more concern about the law mechanism rather than
the Political mechanism through its Policy responsibility. Dismissal with a law
mechanism which is settled through Judgement process is considered more fair and
clear compare to that of Political mechanism through Regional Legislative
Assembly.

On the mechanism of dismissal of Regional Head and / or Vice regional
Head, as well captive of the previous Law of Regional Government, President
hegemony is still dominant. This can bee seen in the approval of future Regional
Head and his Vice or even in the inauguration of Regional Head and or Vice
Regional Head.

Considering the election process and approval also the dismissal of Regional
Head and or his Vice in every region will come shortly as their ruling period are
almost off, then the fomming or Government Regulation which govern about the
implementation of this dismissal is becoming a priority task that can not be
postponed any longer.

ix
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_ ABSTRACT
THE DISMISSAL OF REGIONAL HEAD
BASED ON LAW NO. 32 YEAR 2004
OF REGIONAL GOVERNMENT
IMAM ROPTI

The dismissal of Regional Head as well contained on Law of Regional Government
Number 32 Year 2004 by following the term prevail on Basic Law (UUD) 1945
amendment shall be conducted during his ruling period. The dismissal of Regional
Head and or Vice Regional Head in their ruling period, seeing through the process is
conducted in two model of dismissal.

First, dismissal of Regional Head and/or his Vice are conducted based on the
- suggestion of Regional Legislative Assembly which is then approved by President.
There are three ways of dismissal based on this model, which are based on the
decision of Regional Legislative Assembly, directly suggest for a dismissal to the
President based on article 29 verse (2) a and b, and by the decision of Regional
Legislative assembly, they propose it to the Supreme Court to give further
consideration upon the opinion of Regional Legislative Assembly based on the
reason as well mentioned on article 29 verse (2) ¢,d,e and f, also due to the suspicion
that he has conducted & criminal offence and if there is an indication that his case
shall be put on Police Authority (article 32). -

Second, the dismissal of Regional Head and/or Vice Regional Head by President
without the suggestion of Regional Legislative Assembly. This model is conducted
by President both for Temporary Dismissal or permanent dismissal due to reasons
have conducted criminal offence and is threatened for at least 5 years imprisonment
or more and suspected for terrorism act, betrayal and or criminal act that may
endagering the State (article 30 and 31).

Dismissal of Regional Head and/or his Vice Regional Head in this Law is more
concern on the Law mechanism through Judgement process rather than Political
mechamism through the justification of Regional Legislative Assembly, where the
Law mechanism ts considered more fair and objective.

Considenng the Election implementation of Regional Head and or his Vice which
based on the Law of Regional Government will be coming shortly, the Issuance of
Implementation rules from this law is becoming a necessity which can not be
postponed any longer. '

Key word : Dismissal of Regional Head, Law No. 32/2004
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BAB 1T PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang

Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen menegaskan, seorang
Presiden dan / atau Wakil Preéiden dapat diberhentikan. dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
apabila tcrbukti telah melakukan pelanggaran “hukum berupa pengkianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan
atau Wakil Presiden (pasal.7 A)

Ketentuan dalam pasal tersebut sebagai dasar bahwa seorang Kepala
Pemerintahan dan atau Wakil Kepala Pemerintahan, pada prinsipnya dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUD.

Demikian juga seorang Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah’
pada prinsipnya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila memenuhi
syarat-syarat yang menycbabkan mereka dapat diberhentikan oleh pejabat yang
berwewenang setelah meialui proses yang diatur dalam undang-undang tentang
Pemerintahan Daerah. (pasal 29 UU No. 32/2004)

Sejalan dengan perubahan UUD 1945 pasca amandemen, pasal 18 ayat
(4) menegaskan “Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masing-masing sebagai
Kepala Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis, yaitu dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah yang

bersangkutan sebagaimana pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden”.

' Kepala Daerah yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentua.n- pasal 24 ayat (2) UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2004 No. 125, TLN No.4437 adalah Gubernur
untuk Kepala Daerah Propinsi, Bupati untuk daerah Kabupaten, dan Walikota untuk daerah Kota.

i
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Ketentuan dalam UUD ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam UU No.
32 Tahun 2004 te.ntang Pemermtahan Daerah LN RI Tahun 2004 No 125 TLN
RI, No 4437 pasal 56 ayat (1) yang menegaskan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon vang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dipilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpasangan

- secara langsung oleh rakyat di daerahnya, akan membawa perubahan pada

mekanisme pemberhgntian Kepaia Daerah dan/atau Wakil Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Dacrah sebagaimana diatur dalam
UU No. 32 tahun 2004, pasal 29 ayat (1) berhenti karena : a. meninggal dunia; b.
permintaan sendin; c. diberhentikan.

Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Dacrah
sebagaimana dimaksud oleh pasal 29 ayat (1) ¢ karena : a. telah berakhir masa
jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan / atau
Wakil Kepala Daerah; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala
Daerah da/atau Wakil Kepala Daerah; ¢. tidak melaksanakan kewajiban Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Darah; f. melanggar larangan bagi Kepala Dacrah
dan/atau Wakil Kepala Daerah. (pasal 29 ayat (2)

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipahami dari
segt prosesnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama,
pemberhentian oleh Presiden yang diusulkan oleh DPRD denganr keputusan
DPRD , meliputi : a. karena meninggal dunia, b. Karena permintaan sendiri, c.

karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, dan d.
2
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karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 {enam) bﬁlan.

Kedua, pemberhentian oleh Presiden atas usul DPRD yang didasarkan
pada putusan Mahkamah Agung Pemberhentian ini terjadi karcna : a.
dinfatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah, dan b. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah. |

Ketiga, pemberhentian oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD.
Pemberhentian ini bersifat sementara, apabila dinyatakan melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan dan karena didakwa melakukan
tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ataw tindak pidana terhadan
keamanan negara sebagai mana diamr dalam 'UU No. 32 tahun 2004, pasal 30
ayat (1),dan pasal 31 ayat (1). Pemberhentian tetap akan dilakukan oleh Presiden
Jika terbukt: melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan ﬁukum tetap.

Kempat, pemberhentian oleh Presiden atas usul DPRD karena mengalami
krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana
dan melibatkan tanggunggawabnya. Pemberhentian karena desakan publik ini
olech DPRD ditindak lanjuti/ditanggapi dengan penggunaan hak angket, dan
apabila ditemukan bukti melakukan tindak pidana DPRD menyerahkan
penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.

Dart alasan pemberhentian terhadap Kepala Dacrah dan /atau Wakilnya
perlu penegasan terhadap mekanisme dan lembaga yang berwewenang adalah

karena alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil
3

Pemberhentian kepala daerah

Imam Ropii



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Kepala Daerah dan karena melanggar larangan bagi Kepala Daerah danfatzlm
Wakil Kepala Daerah. Dalam UU ini tidak diatur tentang mekanisme dan
lembaga yang berwewenang.

Perlunya pengaturan/penegasan lebth lanjut tentang mekanisme dan
lembaga vang berwenang karena alasan tersebut adﬂah bagaimana jika dalam
praktek tegadi kondisi yang disebabkan oleh dua alasan tersebut. Tentunya
akan terjadi kesulitan proses penegakkannya dan penindakannya.

Kepala Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara negara’, dan
penanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah, dalam
menjalankan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah senantiasa
berada dalam pengawasan DPRD. Oleh sebab itu keberadaan DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah bersama Pemerintah Daerah memiliki
peranan yang sama-sama penting. Hal ini karena DPRD selain sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah juga melakukan fungsi pengawasan/kontrol terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan pasal 56 UU No. 32/2004, Kepala daerah tidak lagi dipilih
oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara demokratis oleh rakyat di daerahnya
secara langsung. Sebagai konsekuensi dari dipilihnya kepala daerah secara
langsung oleh rakyat di daerahnya, maka rakyat berhak (dapat) melakukan
pengawasan schagai bentuk partisipasinya dan sekaligus kewajiban kepala
daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah kepada publik

(rakyat) yang telah memilih/mendukung dan memberikan

2 UU No. 28/1999 pasal 2 angka 4 dan 6 dengan penjelasannya menegaskan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakit Walikota sebagai salah saty vnsur

penyelenggara negara,
4
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kepercayaan untuk  semantiasa  menginformasikan  laporan
penyclenggaraan pemenntahan daeraﬁ kepada masyarakat’ Hanya saja
bagaimana mcka.nismé, tempat/sarana dan sasaran dari pcnyampaiah informasi
kepada masyarakat 1n1 yang harus memerlukan pengaturan lebih lanjut,

Dalam penyelenggaraan pemeﬁhtahan dacrah scbagai pelaksanaan asas
demokrasl, serta sesuai dengan asas umum dalam penyelenggaraan negara® maka
diperlukan  keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang
memungkinkan masyarakat befpartisipasi sccara aktif, karena demokrasi
perwakilan saja saat ini sudah tidak memadai,” untuk itu pemberian kesempatan
berpartisipasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda dan dihindari.

Prinsip dalam pemenntahan demokrasi moderen adalah adanya
perwakilan dan pertanggungjawaban ® Pemilihan umum dan sistem perwakilan
adalah sarana demokrasi. Kekuasaan pemerintahan demikian juga pemerintahan
daerah harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, karena kekuasaan itu lahir
dan suatu kepercayaan rakyat sehingga logis jika harus dipertanggungjawabkan

kepada rakyat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam

Hak untuk mendapaatkan Informasi tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
merupakan salah satu informasi yang bersifat publik. Dalam RUU tentang Kebebasan Mempercleh
Informasi Publik pasal 3 dinyatakan “setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi
publik dengan prosedur yang efektif. efisien, dan dengan biaya yang wajar”, selamjutnya dalam
pasal 17 dinyatakan ** Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi Publik kepada masyarakat
secara berkala, sekalipun tanpa adanya permintaan. RUU ini sebagai bentuk pentingnya informasi
publik untuk masyarakat terhadap kerja dan kinerja instansi publik dalam hal ini termasuk
penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

* Asas ini dicantumkan dalam pasal 3 angka 4 (beserta penjelasannya) UU No. 28/1999 tentang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kohusi, dan nepotisme LN, Tahun 1999
No.75, TLN, No. 3851,

* Philipus M. Hadjon, Keterbykaan pemerintahan dan tanpgung gugal pemerintah {Makalah)

disampaikan pada seminar hukum nasional ke —V1I diselenggarakan oleh BPHN dan DEPKEH R,

Jakarta 12 - 15 Oktober 1999 h. 9. (selanjutnya disebut, Philipus M. Hadjon I).

¢ Suwoto Mulyosudarmo, Peratihan kekuasaan, kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato Nawaksara,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 1. (selanjutnya disebut Suwoto Mulyosudarma 1)
5
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pelaksanaan demokrasi dimana pelaksapaan pemilihan kepada daerah
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat maka rakyat dapat dan berhak
mengawasi secara  langsung penyelenggaraan pemerintahan dacrah selain
dilakukan olch DPRD dan Pemenintah.

Sejalan dengan pelaksanaan pemilihan kepala dacrah secara langsung
oleh rakyat, maka. lahimya duklméan dan hilangnya kepercayaan (krisis
kepercayaan) dan rakyat pemilih terhadap kepala dacrah (pemerintah daerah)
“merupakan sebuah konsekuensi dari sistem pemlihan ity.

Suwoto Mulyosudarmo menyatakan, sistem pemberhentian melalui hak
publik dapat dilakukan dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung,
dan dalam sistem permllhan yang demikian tentunya logis bila pemberhentian
terhadap Kepala Daerah juga dilakukan oleh masyarakat pemilih.” Artinya
sebagai salah satu cara untuk memberhentikan Kepala Daerah dan atau
Wakiinya, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan yang
dalam bentuknya berupa dukungan atau penarikan kepercayaan kepada mereka
yang dalam hal ini berbentuk penarikan dukungan/krisis kepercayaan dan
peiaksanaan terhadap hal ini dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh
DPRD dengan mengacu pada peraturan perundangan.

Dalam UU No. 32/2004 pasal 32 ayat (1) knsis kcpercayaag dari
masyarakat sebagat salah satu alasan pemberhentian Kepala Dacrah dan/atau
Wakilnya dapat terjadi apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
Kepala Daerah dan atau Wakilnya yang kemudian ditindak lanjuti olch DPRD

dengan menggunakan hak angket (ayat 2).

7 Suwoto Mulyosudarmo. Pembahsruan Ketatanegaraan Melalyj Perubahan Konstitysi, Editor A.
Mukihie Fadjar dan Harjono, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, h.256.

(sclanjuinya disebut Suwoto Mulyosudarmo 11). '
6
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Dalam suasana yang demikian, lahimya krisis kepercayaan dari rakyat
peimiiih merupakan salah satu bentuk pengawasan/kontrol publik kepada
pemerintah dacrah serta sebagai salah satu mckanisme pemberhentian terhadap
kepala daerah yang diatur dalam undang-undang Pemernintahan Daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem  desentralisasi  yang melahirkan otonom
daerah, Kepala Daerah memiliki peran semakin penting dalam menentukan
keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah® Untuk itu diperlukan
jaminan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangannya agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan
daerah yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan mendasar pada sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tadinya lebih bersifat Legisiative
Heavy kini ke arah mekanisme yang berkeseimbangan dan saling mengawasi
antara Pemenntah Daerah dan DPRD.

Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dahulu menjadi sarana
untuk Iﬁenggoyang jabatan dan sebaga:i salah satu alasan pémbeljhentian, kini
tidak lagi dilakukan secara horisontal ke DPRD saja akan tetapi yang utama
secara vertikal ke pemenntah sebagal konsekuensi dari hubungan antar susunan
pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. (pasal 27 ayat 2 UU

Nomor 32 Tahun 2004).

otunoml daerah) | Gramedm Pustaka Utama, lakana,mm h 5. (selangutmra dsb JKalohI) o
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Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam undang-
undang tersebut juga lebih mengedepankan mekapjsme hukum melalui proses di
pengadilan dan pada mekanisme politk oleh DPRD melalu
pertanggungjawaban kebijakan. .Sejalﬁn dengan pembagian daerah otonom yang
berpegang pada hubungan hirarki dan antar susunan pemerintahan sebagai
konsekuensi dari bentuk negara kesatuan, maka hal ini juga akan membawa
konsekuensi pada jalur koordinasi dan pengawasan,’ antara Pemérintah dan
Pemerintah Daerah .

Kepala Daerah tidak lagi dengan mudah diganggu dan diancam untuk
diberhentikan oleh DPRT) melaui laporan pertanggungjawaban, Dalam UU
tersebut  pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah di laporkan kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai
bahan untuk melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan bahan pembinaan lebth lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(pasal 27 ayat (4), sedang dalam hal ini DPRD hanya berwewenang meminta
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan |
pcmenntahan  daerah yang masukannya dapat dijadikan bahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan tersebut (pasal 42 ayat (1) h. Apabila DPRD
tidak dapat menenma isi laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut,
mekanisme yang dapat digunakan oleh DPRD adalah menggunakan hak DPRD
untuk meminta keterngan (interpelasi) atas keterangan laporan yang

disampaikan.

’ Philipus M. Hadjon, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem
Pemerintahan (makalah) disampaikan dalam seminar Sistem pemerintahun Indonesia pasca
amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh BPHN Depkeh dan Ham RI bekerjasama dengan FH.
UNAIR dan Kaowil Depkeh dan Ham Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004, h.. 3. (selanjutnya
disebut Philipus M. Hadjon IT)

|3

Tesis Pemberhentian kepala daerah Imam Ropii



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakilnya vyang lebih
mengedepankan mekanisme hukum melalui proscs di1 pengadilan dari pada
mekanisme politik melalui pertanggungjawaban kebijakan kepada DPRD,
dipandang iebih objektif dan adil. Hal im karena mekanisme tersebut dilakukan
oleh lembaga yang independen dan proses pembuktian yang seksama serta
dengan mempertimbangkan keadilan hukum. |

1.2. Rumusan masalah.
Bertolak dar1 judul tentang “ Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan UU
No. 32/2004” maka masalah hukum (isu hukum) dirumuskan sebagai berikut
a. Pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden berdasarkan usulan DPRD.
Permasalah yang muncul dari isu hukum tersebut : wewenang serta hak
DPRD, alasan pemberhentian yang diusulkan DPRD, dan prosedur
pemberhentian berdasarkan alasan usul DPRD.
b. Pemberhentian Kepala Dacrah tanpa melalui usuian DPRD.
Permasalahan yang muncul : alasan pemberhentian oleh Presiden tanpa
melalui usulan DPRD, prosedur pemberhentian oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD
1.3. Tujuan penelitian.

a. Menganalisa tentang pemberhentian Kepala Daerah . Analisisa ini dilakukan
untuk mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan wewenang serta hak
DPRD berkaitan dengan fungsi pengawsan, alasan usul pemberhentian
Kepaia Daerah oleh DPRD, dan proses pemberhentian Kepala Dacrah
berdasarkan alasan -

b. Menganalisa tentang pembérhemian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa

melalui usul DPRD/langsung oleh Presiden. Analisa ini dilakukan untuk
9
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mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan maten yang menjadi
dasar/alasan pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD, dan prosedur pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden

tanpa melaln usnlan DPRD.

1.4 Manfaat penelitian.

a. Secara teontis, penchitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan hukum tata negara bidang kajian Pemernintahan Daerah yang
saat i1 memasuki masa transisis: dalam penataan sistem pemerintahan

daerah scsual dengan UUD 1945 Amandemen.

. Secara praktis, hasil penciitian ini dibarapkan dapat membantu dalam

memahami dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkait dengan proses
pemberhentian Kepala Dacrah menurut Undang-undang Nomeor 32 Tahun

2004 tentang Pemenintahan Dagrah.

1.5. Metode penelitian,

Tesis

1.5.1 Pendekatan penelitian,

Pendekatan penehitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan undang-undang (the statute approach) yang bertitik tolak dari

UL Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.5.2 Sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum datam penelitian hukum normatif ini meliputi :

a. Sumber bahan hukum primer (the primary sources / authoritative
records) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum
primer yang digunakan adalah : UUD 1945 Pasca Amandemen, UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 15/2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
10
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Negara, UU No. 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan
DPRD, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebaé dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, , UU No. 14/1985
yang diubah dengan UU No.5/2004 tentang Mahkamah Agung, UU

No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(KPK), Peraturan Pemenntah No. 25/2004 tentang Pcdomén

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan Keputusan Mendagri
No.162/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
DPRD.

Sumber bahan hukum sekunder (the secondary sources / not
authoritative records) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenat bahan hukum primer, yang terdin dan : Jurmal hukum
tentang : Pengkajjan Hmu Hukum Dogmatig (normatif),
Pemberhentian Kepala Daerah, makaiah tentang ;. Kedudukan UU
Pemernintahan Dagrah dalam Sistem Pemenntaban Pasca Amandemen
UUD 1945, Keterbukaan Pemerintahan dan  Tanggung Gugat
Pemenintah, dan RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik dan buku—bﬁku yang berhubt.mgan dengan Pemerintahan

Daerah.

1.6. Sistematika.

Tesis

Penelitian tentang pemberhentian Kepala Dacrah ini disusun ke dalam empat
bab dengan urutan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang di dalamnya mendiskripsikan tentang latar
belakang yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, dilanjutkan

dengan permasalahan sebagai titik tolak kajian ini. Tujuan penelitian, manfaat

Il
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penelitian yang dibagi ke dalam dua lingkup, yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis dart penelitian tni, metode penelitian yang berisi tentang pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini, sumber bahan hukum dan diakhiri dengan
sistematika penulisan.

Bab TI, berisi tentang pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan atas usul
DPRD. Pembahasan terhadap masalah 1 dilakukan dengan memaparkan
terlebih dahulu tugas dan kewenangan serta hak DPRD, dan kemudian mengkaji
tentang alasan atau scbab Kepala Dacrah  dinsulkan pemberhentiannya oleh
DPRD, kemudian ditkuti dengan uraian prosedur usul pemberhentian Kepala
Daerah berdasarkan alasan tersebut.

Bab HI, bensi tentang pemberhentian Kepala Daerah oieh Presiden tanpa
melalui usul DPRD. Pembahasan terhadap pemberhentian kepala daerah ini
akan diuraikan tentang sebab/alasan pemberhentian Kcpala Daerah oleh
Presiden tanpa melalm wusulan DPRD, serta prosedur / “mekanisme
pemberhentian Kepala Dagrah oleh Presiden berdasarkan alasan tersebut.

Bab TV, penutup vang di dalamnya akan dipaparkan kesimpulan dan

saran.

12
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BAB II PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN ATAU WAKIL KEPALA

DAKRAH OLEH PRESIDEN ATAS USUL DPRD.

Pengkajian terhadap norma tentang pemberhentian Kepala Dagrah dan atau

Wakilnya oleh Presiden atas usul DPRD, terlebih dahulu dipaparkan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta hak DPRD scbagai bagian dan

penyelenggara pemerintahan daerah, kemudian mengkaji tentang pcmberhehtian

Kepala Daerah oleh Presiden atas usal DPRD. Pengkajian terhadap pemberhentian

tersebut diawali dengan menganalisis alasan pemberhentian, kemudian diikuti dengan

analisa tentang prosedur pembcrhentiannya.

2.1.Tugas dan wewenang  scrta hak DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Tesis

Daerah

2.1.1. Tugas dan wewenang DPRD

Kepala daerah  scbagai penanggungjawab dalam pelaksanaan
pemerintahan  daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan  daerah
senantiasa dilakukan berdasarkan pada peraturan - perundang-undangan,
peraturan daerah serta kebijakan daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas
dan wewenang, kepala daerah senantiasa berada dalam pengawasan lembaga
vang telah diberi kewenangan untuk itu, yaitu Déwan Perwakilan Rakyat
Dacrah (psl. 41) selain juga dilakukan olch masyarakat sebagai salah bentuk
pengawasan secara langsung oleh publik (psl. 32 ayat (1) serta oleh
Pemenmtah (psl. 218) UU No. 32/2004.

Penyelenggaraan pemerintahan dacrah oleh Kepala Daerah saat ini
tidak bisa dilepaskan dengan DPRD, dimana DPRD oleh undang-undang
Pemerintahan Daerah diposisikan dengan kedudukan sebagai bagian dan

13 |
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penyelenggara pemerintahan daerah (psl. 3 (1), psl. 19 (2) dan psl. 40 UU
N0.32/2004).

DPRD selain sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah juga
berkedudukan sebagar bagian/unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah memiliki fungsi legislasi, angearan dan pengawasan (psl. 40 dan 41
UU No. 32/2004). Menurut PP No. 25/2004, pasal 19 ayat (2) fungsi legislasi
diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah,
fungs1 anggaran  diwnjudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemernintah Daerah ayat (3) yang
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), dan fungsi pengawasan
diwyjudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah ayat (4).

Menurut ketentuan pasal 39 UU No.32/2004, Kc;tennxan tentang
DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang  tersebut berlaku
ketentuan Undang Undang tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk)
MPR,DPR, DPD dan DPRD yaitu UU No. 22/2003, LNRI Tahun 2003 No.
92, TLNRI No. 4310.

Berdasarkan pada ketentuan pasal, 39 tersebut, semua ketentuan
tentang DPRD yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah maka peraturah pelaksanaan yang terkait deng:;n DPRD juga harus
disesuatkan dengan ketentuan dimaksud oleh UU No. 32/2004,

Sebagai bagian/unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dalam pasal 42 UU No. 32/2004 ditcgaskan, DPRD mempunyai tugas dan

wewenang yang meliputi :
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(1) a. membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan Kepala Daerah;

c¢. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, APBD,
kebtjakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

- pembangunan dagrah, dan kerjasama internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah. / Wakil
Kepala Dacrah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRD provinst dan kepada Menteri Dalam Negen melahu Gubernur
bagi DPRD kabup‘atenfk'ota;

¢. memilih Wakil Kepata Daerah dalam‘hal tenjadi kekosongan jabatan
Wakil Kepala Daerah;

f. membenkan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah dacrah
terhadap rencana perjanpian internasional di daerah;

g memberikan persetyjuan terhadap rencana kerja sama Intemasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah;

i. membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;

k. memberikan persetujuaﬁ terhadap rencana kerja sama antar daerah dan

dengan pihak ketipa yang membebani masyarakat dan daerah.
15
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(2) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dafam peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 42 d, DPRD) memiliki wewenang

untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian terhadap Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (sesuai dengan hirarki dan hubungan antar susunan

* pemerintah dengan pemerintah daerah) | sesuai dengan alasan dan mekanisme

yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah im. '°

Selain e berdasarkan pada pasal 42 ayat (2) tersebut, DPRD selain
mempunyai tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam UU No. 32/2004,
juga memiliki tugas dan wewenang lain, vang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang lain. "'

2.1.2. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD secara kelembagaan selain mempunyat tugas dan wewenang
sebagaimana diatur dalam pasal 42, juga mempunyai hak yang meliputi hak
wterpelasi; hak angket; dan hak menyatakan pendapat (psl. 43 ayat (1) UU
No. 32/2004). Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, diantara tiga hak
DPRD, hak angket merupakan hak yang mendapat pengaturan lebih lanjut,
sedang hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat tidak demikian.
Berdasarkan pasal 43 ayat (8) Tata cara pengpunaan hak mterpelasi, hak

angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib

10 Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Dzerah dan Wakit Kepala Daerah vang
dinuliki DPRD merupakan kewenangan terbatas, yaitu kewenangan yang alasannya tertentu dan
dalam situasi terteniu sebagaimana yang diberikan oleh UU.

" Tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan undang-undangan yang dimaksud antara lain dalam
UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Periksa pula
misalnya terkait dengan int UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab
Kevangan Negara, LN Tahun 2004 No. 66, TI.N No. 4400, dalam pasal 21 ayat (2YDPR/DPRD
dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindak lanjuti hasil pemeriksaan
pengelolaan; ayat {3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,

Tesis
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DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan dimaksud adalah PP No. 25/2004 TN RI Tahun 2004
No. 91, TLN RI No. 4417, dan Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Sesuat dengan Konsideran dan kedua bentuk hukum tersebut, maka
produk hukum tersebut merupakan pelaksanaan dari UU No. 22/2003, namun
atas dasar ketentuan pasal 3% UU No. 32/2004 (ketentuan tentang DPRD
sepanjang tidak diatur dalam UU imi berlaku ketentuan Undang-undang tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) , maka ketentuan
kedua produk hukum tersebut isinya juga harus mengikuti ketentuan yang ada
dalam UU No. 32/2004. Karena produk hukum yang mengatur tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD adalah PP No. 25/2004 dan
Kepmendagri- No. 162/2004, maka walau kedua produk hukum tersebut
sebagai pelaksanaan dari UU No. 22/2003, maka otomatis ketentuan tersebut
juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 32/2004. Karena itu keberadaan
PP dan Kepmendagri tersebut harus sejalan dengan ketentuan dalam UU No.
32/2004.

Benkut prinsip penggunaan hak angket DPRD vyang diatur dalam UU
No. 32/2004. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak
interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripumma DPRD yang
dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD,
dan puluéan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)

dart jumlah anggota DPRD yang hadir {psl.43 ayat (2).

Artinya selain kewenangan yang telah diatur dalam UU No. 32/2004, juga ada kewenangan lain
berdasarkan UU yang lain.
17
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Dalam menggunakan hak angket, dibentuk pamtia angkét yang terdiri
atas scmua unsur fraksi DPRD yang bekenia dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. (psl. 43
ayat (3).

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil,
mendengar, dan memernksa seseorang vang dianggap mengetahui atau patut
mengetahut masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan
surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki (psl. 43
ayat (4).

Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan dipenksa, wajib memenuhi
panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan
perundang-undangan. Dalam hal telah dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang—und#ngan {psl. 43 avat (5) dan (6).

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia (ps!. 43 ayat (7).
Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedﬂman pada
peraturan perundang-undangan {psl 43 ayat (8). Pedoman penyusunan
sebagaimana dimaksud saat ini adalah PP No.25/2004 dan Kepmendagri No.

162/2004. 1

' Sifat rahasia ini sesuai dengan prinsip “Presumtion of Innocense™ atau praduga tidak bersalah dalah
hukum pidana, dimana sebelum ada keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang
tetap (inkracht) seseorang dianggap tidak bersalah, Selain itu, dirahasiakannya hasil kerja panitia
angket juga karena hal ini masih merupakan dugaan terhadap kebijakan tertentu Kepala Daerah
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memertukan pembuktian

'* Berdasarkan konsideran dari kedua produk hukum tersebut, produk hukum (PP No. 25/2004 dan
Kepmendagri No. 162/2004) merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang No. 22/2003
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Berdasar atas ketentuan pasal. 43 ayat (2) , hak angket yang diajukan
oleh DPRD harus dilakukan dengan pengajuan hak mterpelasi terlebih dahulu
kepada Kepala Daerah. Kemudian' juga harus memenuhi syarat berupa
persetujuan dalam Rapat Paripuma DPRD vang harus dihadin sekurang-
kurangnya (minimum) oleh 3/4 anggota DPRD, dan putusan yang dihasilkan
harus didukung/dengan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir.

Apabila dicermati, untuk dapat menggunakan hak angket (menurut UU
No0.32/2004 pasal 43 avat (1) sampat dengan (8), memeriukan proses yang
panjang dan syarat-syarat yang cukup ketat. Bagaimana jika kuorum dalam
DPRD tidak dapat dicapai untuk menggunakan hak angket  untuk
membuktikan dugaan penyimpangan atau pertentangan kebijakan yang dibuat
Kepala Daerah maupun dugaan melakukan-tindak pidana yang diatur pasal 32
tersebut?  Secara yuridis, pelaksanaan  hak angket tidak akan
terwujud/tertaksana. Di sinilah para anggota DPRD dituntut kearifan dan
kesungguhannya menjalankan tugas dan kewenangan serta hak-haknya sebagai
wakil rakyat di daerah. Berbagai kepentingan dengan mengingat para anggota
DPRD terdiri dari para waki! partat politik tentunya sangat mungkin akan
terjadi hal tersebut.

Ada perbedaan prosedur dan alasan penggunaan hak angket yang diatur
dalam UU No.32/2004 dengan PP 25/2004. Dari segi prosedur, penggunaan
hak angket oleh DPRD menurut UJU No. 32/2004 pasal 43 ayat (2) dilakukan
setelah diajukan hak interpelasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah,

sedang dalam PP 25/2004 tidak diatur syarat yang demikian. Dengan demikian

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Oleh karenz berdasarkan ketentuan
pasal 39 UU No.32/2004 maka dalam UU No.32/2004 ketentuan yang mengatur prinsip penggunaan
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sesual dengan hirarki peraturan, secharusnya PP 25/2004 juga mensyaratkan
penggunaan hak interpelasi terlebih dahulu sebelum penggunaan hak angket
olech DPRD. Hal i sangat logis xﬁengingat dengan dilaksanaan hak interpelasi
dapat diketahui apakah keterangan Kepala Dacrah vang diberikan terkan
dengan dimunculkannya hak tersebut dapat diterima atau ditolak oleh anggota
DPRD yang sekaligus sebagai ukuran dilanjutkannya penggunaan hak angket
atau tidak.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria/ukuran tentang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah
dan negara sebagar alasan permintaan keterangan oleh DPRD kepada
Pemerintah Daerah, merupakan sesuatu yang potensial akan menimbulkan
penafsiran yang berbeda antara Pemén‘ntah Daerah dan DPRD) tentang alasan
penggunaan hak interpelasi, hak angket serta menyatakan pendapat terutama
oleh DPRD sebagai pemilik hak tersebut. Hanya saja karena DPRD sebagai
lembaga politik, maka ukuran/kriteria tersebut setidak-tidaknya didasari oleh
kepentingan politik di DPRD tersebut yang dicerminkan dalam bentuk
banyaknya suara yang menghendaki/mendukung hak ini untuk digunakan.

Penggunaan hak interpelasi dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya
lima orang anggota DPRD (pasal. 22 ayat (1) PP _25!2004 dan pasal. 24 ayat
(1). Kepmendagn No. 162/2004. Sedang keputusan persetujuan atau penolakan
terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam
rapal paripurna (pasal 22 ayat (3) PP No0.25/2004 dan pasal 24 ayat (6)
Kepmendagn No, 162f2004. Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul

permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan

hak DPRD menjadi rujukan dari PP No. 25,’2(}0-4562111 Kepmendagri No. 162/2004 tersebut.

Tesis Pemberhentian kepala daerah Imam Ropii



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kepada Kepal# Daerah (pasal 22 ayat (8) .PP No.25/2004 dan pasal 24 ayat (8)
Kepmendagri No. 162/2004. Kepala Daerah wajib membenkan keterangan
lisan maupun tertulis, dan setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan
atas keterangan Kepala Dacrah, terhadap jawaban Kepala Daerah, DPRD dapat
menyatakan pendapatnya {pasal 23 ayat (1),(2),(3) PP No. 25/2004 dan pasal
25 ayat (1), (2), dan {3} Képmendagri 162/2004. Pernyataan pendapat DPRD
atas keterangan Kepala Daerah, menjadi bahan untuk DPRD  dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah diyadikan bahan
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan (pasal 23 ayat (5) PP 25/2004 dan
pasal 25 avat (5) Kepmendagri 162/2004).

Hak angket merupakan hak DPRD unmtuk mengadakan penyelidikan
terhadap kebijakan Kepala Daerah,”® yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dacrah dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 24 ayat
(1) PP 25/2004 dan pasal 26 ayat (1) Kepmendagri 162/2004). Penggunaan hak
angket dapat diusulkan sekurang-kurangnya oleh hma anggota DPRD dan
disampaikan pada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan hal ini
pada Rapat Panpurna setelah mendapat perimbangan dan Panita Musyawarah
{Panmus) (pasal 24 afat (3) PP 162/2004 dan pasal 26 ayat (3) Kepmendagn
162/2004). Keputusan usul mengadakan penyelidikan kepada Kepala Dacrah

dapat disetuju atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Apabila

'* Ada dua macam kebijakan daerah dipahami dari sudut pembuatannya. Pertama kebijakan daerah
yang bersifat mengarahkan (directive policy). Kebijakan ini biasanya ditetapkan bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan ini secara substansi tidak perlu dipentanggungjawabkan
kepada DPRD, karena dihasilkan bersama oleh pemerintah daerzh dan DPRD sendiri. Kedua,
kebpakan pelaksanaan (excecutive policy) merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah
daerah. Kebijakan ini dapat dimintakan keteranpgan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah
daerah oleh DPRD. Periksa pula Suwote Mulyosudarme I, h. 247
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usul mengadakan penvelidikan disetujui, maka DPRD menyatakan pendapat
untuk mengadakan penvelidikan daﬁ menyampaikannya secara resmu kepada
Kepala Daerah (pasal 24 ayat (6), (7) PP 25/2004 dan pasal 26 ayat (6) dan (7)
Kepmendagn 162/2004).

Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus)
dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan
Keputusan (pasal 24 ayat (8) PP 162/2004 dan pasal 26 ayat (8) Kepmendagri
162/2004). Apabila hasit penvelidikan diterima oleh DPRD (melatui rapat
paripurna), dan ada indikasi tindak pidana, DPRD  menyerahkan
penyelesalannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah berstatus sebagar terdakwa, Presiden memberhentikan
sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan
dan jabatarmya. (pasal 25 ayat (2y PP 25/2004 ! dan pasal 27 ayat (2)
Kepmendagrt 162/2004).

Dalam PP 25/2004 pasal 25 ayat (3) apabila Keputusan Pengadilan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau
Wakil Kepala Daerah bersalah, Presiden memberhentikan Kepala Daerah dan
atau wakil Kepala Daerah yang bersanékutan dan jabatannya. Selanjutnya
dalam Kepemendagri 162/2004 pasal 27 ayat (3) dan UU No. 32/2004 pasal 32.

ayat (6) menyatakan, apabila Keputusan Pengadiian telah rhempunyai kekuatan
hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah
bersalah DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil

Kepala Daerah kepada Presiden.
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Pengaturan dart dua produk hukum tersebut terdapat perbedaan/konflik |,
dimana menurut PP 25/2004 pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil
Kepala Daerah yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memaliki
kekuatan hukum tetap dilakukan langsung oleh Presiden, sedang dalam
Kepmendaéri 162/2004, DPRD yang mengusulkan pemberhentiannya kepada
Presiden. Ketentuan dalam Kepmendagri nomor 162/2004 pasal 27 ayat (3)
tersebut sesuai dengan mekanisme dalam ketentuan UU No. 32/2004 pasal 32
ayat (4).

Untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, berdasarkan asas lex
superior derogat legi inferiori - undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan
yang lebih rendah", maka ketentuan pasal 25 ayat (3) PP No. 25/2004 harus
dikesampingkan dan menggunakan ketentuan dalam pasal 32 ayat (4) UU No.
32/2004 tersebut. Hal ini bersdasarkan ketentuan pasal 39 UU No. 32/2004
sebagai pengecualian untuk menyesuaikan ketentuan lain (PP 25/2004) sclama
ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 32/2004.. Karena pasal 32 ayat (4)
mengatur tentang mekamsme terkait dengan DPRD, maka ketentuan dalam
pasal tersebut menjadi dasar pengaturan yang utama yang harus diikuti oleh
ketentuan yang ada dalam PP maupun Kepmendagri tersebut.

Apabila dicermati dari sisi hirarki peraturan, seharusnya hal-hal yang
diatur dalam Kepmendagri tidak bolech menyimpang dan atau bertentangan

dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini PP, begitu pula apa yang diatur

** Philipus M, Hadjon, P g,tgnag Iime Hukum Dogmatik_(Normatik). Makalah, dalam Majalah
Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya No. 6 Tahun IX November-Desember
1994,
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dalam PP tidak boleh bertentangal; dan atau menyimpang dengan
UU.Ketentuan dalam PP No. 25/2004 pasal 25-ayat (3) tersebut menyimpangi
ketentuan vang diatur dalam UU No. 32/2004 pasal 32 .ayat (4) dan
Kepmendagri No. 162/2004 pasal 27 ayat (3).

Sedang jika dicermati dart wakiu pemberlakuannya, ternyata
Kempendagri yang lebih rendah dari PP keluar dan diberlakukannya 1ebih.
dahulu (pada tanggal 12 Juli 2004) dari pada PP tersebut, (tanggal 28 Agustus
2004) sehingga sangat mungkin ada ketidak sesuaian mateﬁ yang diatur dan
hal ini sangat tidak wajar/tidak lazim peraturan yang lebih rendah keluar
terlebih dahulu daripada peraturan yang lebih tinggi '

Dari segi matent pengaturan, dengan memahami asal usul hak angket
yattu dari DPRD, maka usul pemberhentian terhadap Kepala Daerah dan atau
Wakit Kepala Daecrah oleh DPRD kepada Presiden yang diatur dalam
Kepmendagn Nomor 162/2004 pasal 27 ayat (3) yang juga diatur/sesual
dengan ketentuan dalam UU No 32/2004 pasal 32 ayat (4) lebih tepat daripada
langsung diberhentikan oleh Presid_eﬁ scbagaimana diatur dalam PP, mengingat
DPRD yang melimpahkan penyelesaian hukum kepada penegak hukum dan
putusan hukumnya seharusnya diserahkan kembali kepada lembaga yang
menyerahkan yaitu DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan usul
pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakilnya kepada Presiden.

Namun jika dipahami dari ketentuan pasal 30 ayat (1) UU No. 32/2004
dimana putusan pengadilan terhadap permohonan yang dilimpahkan oleh

DPRD kepada penegak hukum sebagai hasil dari pelaksanaan hak angket

'® Sesusai dengan konsideran menimbang, penetapan Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dilakukan sambil menunggu ditetapkannya PP tentang
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ternyata menyatakan bersalah dan menghukum Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah selama 3 tahun ataun lebih, maka pemberhentian yang dilakukan
langsung oleh Presiden juga tepat.

Oleh sebab itu terhadap penggunaan hak angket sebagaimana ketentuam
dalan PP No. 25/2004 pasal 25 ayat (3) dan Kepmendagri No.162/2004 pasal
27 ayat (3) sangat tergantung pada putusan pengadilan,

Jika putusan pengadilan menghukum Kepala Daerah daMaﬁu Wakil
Kepala Daerah selama 5 tahun atau lebih walaupun kasus tersebut berasal dari
penyerahan DPRIDD sebagai hasil penyelidikan, maka berdasarkan pada
ketentuan pasal 30 ayat (1) Ul No. 32/2004, prosedur dalam PP No. 25/2004
(pemberhentian langsung oleh Presiden) tepat digunakan, sebab dalam
ketentuan tersebut tidak disebut kualifikasi jenis tindak pidana kejahatgn yang
dilakukan. Sedang jika putusan pengadilan menyatakan menghukum Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kurang dari 5 tahun, maka ketentuan
pro;edur dalam Kepmendagri yang juga sama dengan mekanisme dalam UUJ
No. 32/2004 (pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diusuikan oleh DPRD kepada Presiden) tepét digunakan. "

Jika Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan terbukti tidak
bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi

nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Tindakan

25/2004). :

"7 Ketentuan dalam pasal 32 ayat {4) UU No. 3272004 iika keputusan pengadilan menghukum Kepala
Dserah dan/atau Wakilnya dengan pidana penjara paling singkat t tahun atau lebih, seharusnya
diberlakukan ketentuan pasal 30. Hal ini untuk menyamakan dasar pengaturan mekanisme dan
lembaga dalam pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakilnya (yang didasarkan pada lamanya
hukuman) sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan 34 ayat {4) dan (6).
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pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati
dan atau Wakil Bupati, dan Walikota dan atau Wakil Walikota, pelaksanaanya
didelegasikan kepada Mendagn, sedang pemberhentian Gubernur dilakukan
oleh Presiden mengingat Gubernur selain sebagal Kepala Daerah Propinsi juga
sebagai Wakil Pemerintah di daerah.'® Tindakan merehabilitasi nama baik
terhadap Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala Dacrah seperti yang dilakukan
oleh Presiden tersebut, scharusnya juga dilakukan DPRD yang telah
melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasilnya kepada lembaga penegak
hukum sehingga terjadi ﬁroses hukum dipengadilan.

Sckurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan usnl
pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai
kejadian Iuar biasa yang terjadi di daerah. Usul pemyataan pendapat
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD. Usul tersebut oleh
pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Rapat paripurna DPRD mengambil
keputusan yang menenma atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut
menjadi pernyataan pendapat DPRD. Jika DPRD menerima usul -pemyataan
pendapat, Keputusan DPRD berupa : a. pernyataan pendapat; b. saran
penyelesatannya; ¢. peringatan.

Secara yundis, pernyataan pendapat yang disampaikan oleh DPRD
kepada Pemerintah Daerah tersebut tidak membawa pengaruh, akan tetapi

secara politis, pernyataan pendapat DPRD jika tidak diindahkan akan

'® Rehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah seharusnya juga dilakukan
olch DPRD yang telah melakukan penyelidikan dan melimpahkan hasil penyelidikan kepada
lembaga penegak hukum berupa indikasi melakukan tindak pidana. Rehabilitasi tersebut jika hanya
dilakukan oleh Pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk tanpa dilakukan pula oleh DPRD melalui
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menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagat
lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan. |
Ketiga hak DPRD tersebut apabila dilihat dari substansi yang

disampaikan kepada Kepala Dacrah dan atau Wakil Kepal_a Daerah merupakan
pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemenntah Daerah.
Dengan demikian ke tiga hak DPRD im merupakan sarana untuk melakukan’
pengkajian dan pemahaman atas kebijakan yang dilakukan oleh pemenntah
daerah yang oleh anggota DPRD dipandang perlu untuk meminta
klanfikasi’kejelasan kepada Pemerintah Daerah.

2.1.2, Alasan pemberhentian Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden atas usul DPRD.

Pada prinsipnya Kepaia Daerah dan/atau Wakal Kepala Daerah dapat
diberhentikan pada masa jabatannya. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1)
UU No. 32/2004, Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti
karena :a. meninggal dunia; b. permmntaan sendin; atau ¢; diberhentikan,

Pemberhentian Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah
sebagaimana dwatur dalam UU tentang Pemenniahan Daerah salah satunya
dapat terjach karena diusulkan oleh DPRD. DPRb éebagai bagian/unsur dan
penyelengara pemerintahan dacrah seclain memiliki/menjalankan  fungsi
pengawasan (selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran) juga memiliki hak
dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya,

Bﬂ&smkan pasal 42 ayat (1) d, DPRD mempunyai tugas dan

wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  Kepala

Keputusan DPRD, secara psikelogis tentunya sulit untuk 'secepatnya kembali pada keadaan yang
normal seperti kondisi sebelumnya.
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Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalan Negen melalui Gubernur bagi
DPRD Kabupaten/Kota.
Adapun alasan DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah menurut UU No. 32/2004 meliputi -
I. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) buian; °
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala
dacrah;
Menurut pasal 58 UtJ No.32/2004, calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi
syarat;

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Tahun 19435, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

¢. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan /atau
sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puiuh) tahun;

¢. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dan tim dokter;

f. udak penah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
lebih;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailitberdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

t. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
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m. memibki NPWP atau- bagi yang belum mempunyai NPWP wajib
mempunyai buktt pembayaran pajak;’

n. menyerahkan daftar niwayat hidup lengkap yang memuat antara lain,
nwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

0. belum pemah menjabat sebagai kepala dacrah atau wakil kepala daerah
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah;

Menurut pasal 110 UU No. 32/2004 ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Selanjutnya dalam
ayat (2) sumpah/janji Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji akan memenuhi kewajiban saya
scbagal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat,
nusa dan bangsa”.

5. tidak melaksanzkan kewajiban kepala dacrah dan/atau wakil kepala daerah;

Menurut pasal 27 UU No. 32/2004 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, kepala daerah

dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negar: Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; '

. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

. melaksanakan kehidupan demokrasi;

menaatt dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

dacrah; _

j- menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan

semuaperangkat daerah; ' ' _
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD. _
Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
dacrah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan
29
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penyclenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan
laporan . keterangan  pertanggungjawaban  kepada DPRD, seria
menginformasikan laporan penyelengparaan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. ayat (2)

6. melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan pasal 28 UU No.32/2004, Kepala Dacrah dan Wakil Kepala -

Dacrah dilarang : _

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri,
anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang
bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangn, merugikan
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau
mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milkik swasta maupun milik
negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

¢. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik
sccara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan dacrah
vang berasangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menerima uang, barang

~ dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang akan dilakukannya;

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan
selain yang dimaksud dalam pasal 25 huruf { (mewakili daerahnya di dalam
dan di luar, dan dapat menunjuk kuasa hukum uptuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan)
menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janii jabatannya;
merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai angpota DPRD
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

o mh

7. Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah menghadapi krisis kepercayaan
publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan
tanggungjawabnya.

2.1.3. Prosedur pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden berdasarkan alasan usul DPRD.

Berdasarkan alasan usul pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil

Kepala Daerah oleh DPRD, maka proses usul pemberhentian Kepala Daerah

dan atau Wakil Kepala Daerah dapat dikaji .berdasarkan alasan usul

pemberhentian sebagai berikut

30

Tesis Pemberhentian kepala daerah Imam Ropii



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) pemberhentian Kepala Daerah
dan atau Wakil Kepala Daerah sebagéimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b (karena meninggal dunia, dan permintaan sendir) serta ayat
(2) huruf a dan huruf b ( berakhir masa jabatannya dan telah dilantik
pejabat yang baru , dan tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan), diberitahukan oleh pimpinan kepada anggota DPRD untuk
diputuskan dalam Rapat Paripurna. Hasil dani Rapat Paripuma DPRD
tersebut selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada pejabat yang
berwewenang. '

Dari ketentuan tersebut menarik untuk dikaji_ adalah ketentuan pasal
29 ayat (2) b, “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut  selama 6 (enam) bulan”.
Dijelaskan dalam penjclasan pasal tersebut “yang dimaksud dengan tidak
dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
adalah menderita‘karena sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental tidak berfungsi secara normal yang dibukfikan dengan surat
keterangan dokter vyang berwenang dan/atau  tidak  diketahwi
keberadaanya”. Berdasarkan pemelasan tersebut, ada duva keadaan yang
menyebabkan yaitu, kondisi sakit dan tidak diketahuwi keberadannya

berturut-turut selama 6 bulan

" Sesuai dengan hirarki dan hubungan antar susunan pemerintahan yang dianut Ul No. 32/2004
(periksa pasal 42 ayat (1), usul pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh
pimpinan DPRD, dimana untuk Kepala Daerah Propinsi DPRD Propinsi mengusulkan
pemberhentian kepada Presiden melalui Mendagri, dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota DPRD
Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atan Wakilnya kepada Mendagri
melalui Gubernur.
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Kondisi yang dimaksudkan oleh ketentuan di atas sangat logis jika Kepala
Daerah dan atau Wakil Kepala Dagrah tidak dapat melaksanakan tugas secara _
berturut-turut selama 6 bulan dan atau tidak diketahui keberadaanya selama waktu
terscbut olch DPRD diusulkan untuk diberhentikan. Sebuah pemerintahan dacrah
dalam jangka waktu terscbut, dimana Kepala Daerah dan atau Wakilnya tidak
dapat menjalankan tugas/tidak berfungsi (dengan alasan tersebut) tentunya akan
sangat mempengaruhi kehidupan dan jalannya pemenntahan daerah.

Terkait dengan alasan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 buian karena
mendenta sakit, sesuat dengan ketentuan pasal 58 e “ sehat jasmani dan
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” maka
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah juga tidak memenuhi syarat
sebagaimana ketentuan tersebut, maka alasan usul pemberhentian yang dijadikan
dasar oleh DPRD adalah hasil pemeriksaan kesehatan tim dokter™. Jika hasil
pemeriksaan menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
dinyatakan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 buian, maka usul
pemberhentian oleh DPRD kepada Presiden tepat dilakukan. Hal ini dapat terjadi
mengingat mercka merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab datam
proses penyelenggaraan pemenntahan di daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) ¢, terhadap usul pemberhentian

Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Dacrah, Presiden wajib memproses usul

* Pengkajian secara mendalam terhadap pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakiloya karena
alasan ini (sakit) , periksa Romlah Sartono, Pemebrhentian Kepala Daerah (studi kasus
pemberhentian Walikota Surabaya). Makalah dalam Yuridika, Volume 17, No. 1, Januari 2002, h. 7.
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pemberhentian  tersebut paling lambat 30 (tga puluh) hart sejak DPRD
menyampaikan usul tersebut.’! Persoalannya adalah dalam undang-undang ini
tidak diatur tentang sanksi, jika Presiden tidak memproses usulan DPRD dalam
jangka waktu tersebut atau memproses namun waktunya melebihi batas waktu
yang ditentukan yang dapat membuat masalah tersebut menjadi terkatung-katung.
Dan alasan pemberhentian tersebut yang menjadi persoalan adalah alasan .

yang disebut dalam pasal 29 ayat (2) ¢ “ tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Kepala Daerah ‘danfatau Wakil Kepala Daerah” dan f “ melanggar larangan bagi
Kepala Daerah dan/atan Wakil Kepala Daerah”. Dalam ketentuan ayat (4) kedua
alasan pemberhentian tersebut tidak tkut diatur tentang mekanisme dan lembaga
yang memproses. Karena itu jika Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah
melakukan pelanggaran. terhadap pasal 29 ayat (2) ¢ dan f maka sulit bagi
mercka untuk diproses, baik melalui mekanisme yang diusulkan oleh DPRD

~ kepada Presiden maupun mekanisme pemberhentian oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD, mcngiﬁgat mekanisme dan lembaganya tidak diatur.

2. Proses pemberhentian Kepala Dacrah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden atas usul DPRD sebagaimana q:'maksud pasai 29 ayat (2) huruf d dan e,
yaitu karena alasan : d) dinyatakan melanggar sumpah/janiji jab#tan Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; e) tidak melaksanakan kewajiban Kepala

Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Pengaturan tentang prosedur usul

* Ketentuan ini merupakan sebuah kemajuan dalam rangka utuk mencegah kemungkinan seorang
Presiden untuk tidak segera memproses atas usul pemberhentian Kepala Daerah atay Wakil Kepala
Daerah karena kepentingan politiknya. Sebagai misal - seorang Kepala Daerah Kabupaten “ X *
adalah kader partai tertentu yang kebetulan juga kader partai yang sama dengan Presiden, maka
proses pemberhentiannya bisa diulur-ulur dan atau juga dihentikan. Dengan adanya ketentuan paling
lambat 60 hari Presiden wajib memproses usulan DPRD tentang pemberhentian Kepala Daerah dan
atau Wakilnya, meka akan sangat kecil kemungkinan Presiden untuk tidak TNeMPLOSESNYA.
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pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala daerah karena alasan-alasan
tersebut, diatur dalam pasal 29 ayat { 4) huruf a sampai ¢.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakilnya karena alasan pasal 29 ayat
(2) d dan e, dtdasarkan atas pendapat DPRD yang diputuskan melalm rapat
partipurma DPRD yang dihadin sekuvrang-kurangnya % (tiga perempat) dart jumlah
anggota DPRD, dimana putusan atas pendapat DPRD diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumiah anggota DPRD yang hadir (psl.
29 ayat (4) b.

Persoalan yang akan muncul, bagaimana jika jumlah anggota DPRD yang
hadir dan/atau yang menyetujui tidak memenuhi kuorum yang telah ditentukan?
Tentunya pendapat DPRD tentang usu! pemberhentian terhadap Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak dapat dilakukan/tidak teljadj..Na.mun jika
pendapat DPRD melalul rapat parpurna berhasil sesuai dengan aturan vang
ditentukan, maka proses hukum selanjutnya dapat dilakukan.

Berdasarkan alasan pasal 29 ayat (2) d dan ¢ ini, DPRD dapat mengadili
(impeachment) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dengan syarat
DPRD dapat membuktikan bahwa Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala Daerah
telah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak metaksanakan kewajiban.

Kepala Daerah daﬁfatau Wakil Képala Daerah yang telah beranji dan
ternyata tidak ditepati (mbileset/ingkar) dan DPRD berhasil membuktikan, maka
dengan Rapat Paripurna yang memenuhi kuorum yang ditentukan, dapat
mengadili/mengimpeachment Kepala Daecrah dan_fatau Wakiinya. Selain it jika
Kepala Daerah dan/atau Wakilnya teledor atau tidak melaksanakan salah satu
kewajiban (karena tidak ditentukan tentang akumulasi tidak melakukan kewajiban

oleh UU tersebut) yang telah ditentukan dan DPRD dapat membuktikan, maka
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apabila syarat kuorum terpenuhi dapat mengadili Kepala Daerah dan atau
Wakilnya melalui mekanisme DPRD dengan hasii berupa usulan pemberhentian.

Berdasarkan Unﬁang-undang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan
atau Wakilnya tidak dapat berdalih bahwa dia mendapaf dukungan penuh dan
rakyat (karcna mereka dipilth langsung oleh rakyat) untuk melegalkan tindakan
semaunya sendiri, Mereka tetap berada dalam pengawasan dan harus memberikan
pertanggungjawaban dari tindakan dan kebijakannya.

Pendapat DPRD tersebut selamutnya diajukan ke Mahkamah Agung
Mahkamah Agung. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD ttu diterima
Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final (psl. 29 ayat (4) ¢).

Mengapa proses usul pemberhentian berdasarkan dua alasan tersebut oleh
undang-undang harus melalui’ke Mahkamah Agung teriebih dahulu? Apabila
dipahami dan seg alasan, proses pembuktian pelanggaran berdasarkan alasan
melanggar sumpah/jan)t Kepala Daerah dan/atan Wakil Kepala Daerah dan tidak
melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atan WakilKepala Daerah proses
pembuktiannya lebih sulit daripada pelanggaran terhadap hukum, sehingga
memerlukan pengkajian dan penentuan pendapat (mengadili) lembaga lain yang
independen yaitu Mahkamah Agung.

Persoalannya bagaimana jika proses pengadilan di Mahkamah Agung
dalam waktu yang ditentukan belum juga diputus pendapat DPRD tersebut,
dengan alasan penumpukan perkara (kongesti) di Mahkamah Agung yang luar
biasa banyaknya sehingga menjadi terkatung-katung.

Terhadap persoalan ini undang-undang Pemerintaban Daerah  tidak

mengatur lebih lanjut mengingat selama proses hukum di Mahkamah Agung
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Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Dacrah tidak diberhentikan untuk
sementara atau masih terus melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah
dan atau Wakil Kepala Daerah selama proses hukum tersebut.

Selain itu, tata cara proses pengajuan pendapat DPRD kepada Mahakamah
Agung dalam undang-undang Pemerintahan Daerah int juga belum diatur lebih
lanjut, dan undang-undang juga tidak menunjuk pada bentuk hukum apa tata cara
proses pengajuan pendapat DPRD ke Mahkamah Agung tersebut diatur.?

Apakah pengajuan pendapat DPRD ke MA tersebut berbentuk gugatan
ataukah berbentuk permohonan. Hanya saja jika dipahami ketentuan pasal 29 ayat
{(4) d, pendapat DPRD yang diajukan ke MA tersebut berupa gugatan, tapi apakah
tepat mengingat tidak ada unsur sengketa, dan jika berupa permohonan maka
bentuk putusannta berupa penetapan. Namun jika dipahami dan ketentuan
tersebut, bentuk hukum vyang dikeluarkan MA berupa keputusan. Hal int
didasarkan pada kalimat dalam ketentuan tersebut yang berbunyi/terdapat kata
“apabila MA memutuskan...”

Dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 ayat (4) ¢ tersebut * yang dimaksud
dengan putusan - bersifat final - dalam ketentuan ini adalah putusan Mahkamah
Agung tidak dapat ditempuh upaya hukum la.lnnya Dengan demikian keputusan
Mahkamah Agung atas pendapat DPRD tersebut sudah secara langsung memiliki
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Persoalannya bagaimana

periindungan hukum terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakilnya jika tidak

*? Berdasarkan ketentuan pasat 79 UU No. 14/1985 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut
hal-hai yang diperlukan begit kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam UU ini. Mengingat proses ini sebagai bagian dari proses beracara , maka
pengaturan tentang tata cara pengajuan pendapat DPRD akan diatur dengan Peraturan Mzhkamah
Agung, seperti Perma tentang Hak Uji Materiil yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 2004 yang ditetapkan tanggal 23 Maret 2004, sampai saat ini Perma tentang mekanisme
pengajuan pendapat DPRD tersebut belum dibentuk.
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tersedia upaya hukum lainatas putusan Mahkamah Agung tersebut? Hal inilah
yang memeriukan pengkajian lebih lapjut atas ketentuan yang menetapkan
keﬁutusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bersifat final.

Jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Dacrah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak
melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD yang
dihadiri oleh sckurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD,
dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnva 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian
Kepala Daerah dan/atau  Wakil Kepala Daerah kepada Presiden. (pasal 29 ayat
(4) £).

Dari ketentuan ini, persoalan yang mungkin akan” muncul adalah,
bagaimana jika keputusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan bersalah,
sedang DPRD sctelah menerima putusan dari Mahkamah Agung tidak berhasil
mencapai kuorum dalaﬁ rapat panpurna untuk mengambil putusan tentang usul
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dacrah kepada Presiden
tersebut? Jika terjadi demkian, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan
bersalah terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah fersebut tidak
membawa akan pengaruh apa-apa. Hal ini terjadi mengingat putusan Mahkamah
Agung inilah yang menjadi dasar/alasan bagi DPRD untuk mengambil keputusan
dalam rapat paripurna guna mengusulkan pemberhentian terhadap Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Dacrah kepada Presiden namun DPRD tidak berhasil
mencapai knorum untuk dapat mengusulkannya.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi di DPRD, mengingat dalam proses ini

ada dua kali putusan yang harus diambil oleh DPRD. Pertama, putusan pendapat
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DPRD melalwmn rapat panpurna tentang penyerahan penyelesaian  hasil
penyelidikan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa, diadili dan diputuskan
pendapat DPRD tentang Kepala Dﬁerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut.
Kedua, putusan DPRD harus diambil lagi melalui rapat paripurna yang harus
memenuhi kuorum untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah berdasatkan putusan dari Mahkamah Agung kepada
Presiden .

Terhadap persoalan 1mi, seharusnya para anggota DPRD konsisten
terhadap keputusan awal yang telah memutuskan melalw rapat paripumé DPRD
untuk mengajukan kepada Mahkamah Agung agar memeriksa, mengadili dan
memutus pendapat DPRD tentang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
Jika dalam rapat paripurna DPRD yang ked@ tidak mencapai kuorum, maka
proses hukum yang diajukan DPRD ke Mahakamah Agung dan telah
menghasilkan_putusan akan sia-sia. Selain itu putusan Mahkamah Agung atas
pendapat DPRD tersebut seharusnya diikuti dan dihormati oleh badan yang telah
mengajukan yaitu DPRD: :

Selanjutnya jika DPRD telah berhasti memutuskan melalui rapat paripurna
untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah
berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka Presiden wajib memproses usul
pemberhentian Kepala Daerah dan/atan Wakil Kepala Daerah tersebut paling
lambat 30 (tiga puluh) hani sejak DPRD menyampaikan usul tersebut (psl. 29 ayat
(4) ¢). Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan salah satu kemajuan sekaligus
pcrbaikan.dali ketentuan sebclﬁmnya (Uu N6.22f 1999), dimana scorang Presiden

tidak lagi dapat beralasan untuk tidak menindak lanjuti putusan DPRD yang
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didasarkan pada putusan Mahkamah Agung terutama untuk melanggengkan
kepentingan politiknya.

Proses pemberhentian Kepala Daerah dan/atanu Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden atas usul DPRD karena menghadapi krisis kepercayaan publik yang
meluas  karena degaan melakukan tindak pidana vang melibatkan
tanggungjawabnya. Untuk menanggapi dugaan terhadap Kepala Daerah dan/atau
Wakilll(cpala Daerah yang mengakibatkan krisis kepercayaan publik yang meluas
DPRD menggunakan hak angket (psl. 32 ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan pasal 43 -ayat (2) sampai ayat (8) UU No.
32/2004, pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi
terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang
dihadin sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumiah anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kerangnya 2/3 (dua pertiga) dari
Jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam menggunakﬁn hak angket, dibentuk panitia angket yzang terdiri atas
semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Dalam
melaksanakan tugasnya, panitia aﬁgket dapat memanggil, mendengar, dan
memeriksa seseorang yang dianggap mengetzghui atau patut mengetahut masalah
vang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen
yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Kewenangan panitia aﬁgket yang diberikan oleh undang-undang ini sangat
berlebihan mengingat mereka sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasan, namun mereka dapat melaksanakan
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tindakan/diberi kewenangan seperti penegak hukum (Kepolisian) yang dapat
melakukan pemanggilan paksa dan memcrilgsa serta memaksa. untuk
menunjukkan surat/dokumen yang dibutuhkan. Seharusnya kewenangan yang
diberikan DPRD tersebut cukup dimiliki oleh Kepolisian Republik saja mengingat
mereka tidak mendapat pendidikan kusus untuk itu atau kewenangan itu sudah
diberikan kepada Kepolisian RI. Kewenangan ini potensi menimbulkan sikap
arogansi di kalangan anggota DPRD dan konflik dengan lembaga Kepolisian
karena terjadi overlaping kewenangan,

Setiap ofang yang dipaﬁggil, didengar, dan dipenksa, wajib memenuhi
panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan
pemndang—undangan. Dalam hal telah dipanggil dengan patut sccara berturut-
turut tidak memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil secara paksa
dengan bantuan Kepolisiaa Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. Hal ini sesuai dengan
asas praduga tak bersalah yané dianut dalam hukum pidana. Apersoalannya
bagaimana jika panitia angket membocorkan hasil kerjanya? Bagaimana
mekanisme pertanggungjawabannya. Téta cara penggunaan hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan
dimaksud adalah PP No.25/2004 dan Kepmendagri No.162/2004.

Dalam hal ditemukan bukti atas dugaan melakukan tindak pidana oleh
Kepala Daerah  dan/atau Wakil Kepala Daerah yang melibatkan
tanggungjawabnya, DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat

penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal. 32 ayat (3)
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UU No. 32/2004). Misalnya sesuai dengan UU No. 30/2002 -tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)}, LN tahun 2002 no.137, TLN
n0.4250.pasal 11, DPRD dapat melimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) jika menyangkut kerugian negara paling sedikit | milyar_ rupiah. Sebagai
contoh, kasus Gubemur Nangru Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang saat ini
sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupst.

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dacrah dinyatakan
bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat
5 (lma) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum
memperoleh  kekuatan hukum tetap, DPRD dengan keputusan DPRD
mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden.

Ketentuan ini menjadi tidak sistematis. jika dikaitkan dengan ketentuan
pasal 30 ayat (1). Walaupun proses pemberhentian sementara diusuikan oleh
DPRD, namun karena ancaman pidana penjara paiing singkat 5 tahun atau lebih
dengan tidak menyebut kualifikast jenis tindak pidananya, scharusnya proses
pemberhentiannya berlaku ketentuan pasal 30 ayat (1) tersebut. Untuk
menghindan terjadinya konflik norma/aturan, dengan dasar/pertimbangan jika
tindak pidana yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih sebagaimana pasal 32
ayat (4), proses pemberhentian sementara langsung dilakukan oleh Presiden tanpa
melalui usulan dari DPRD mengingat dalam pasal tersebut tidak disebut
kualifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam ketentuan pasal
30 ayat (1).

Ketentuan pasal 30 ayat (1) tersebut seharusnya merupakan ketentuan

yang mewadahi semua tindak pidana yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau
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Wakil Kepala Daerah yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
atau lebih agar tersistematis. Hal ini juga berlaku jika putusan pengadilan
menyatakan Eersalah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana
di atur dalam pasal 30 ayat (2).

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD yang diusulkan kepada
Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Prcsiden menetapkan
pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dacrah (pasal 32
ayat (5).

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepal Dacrah dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan
pemberhentian berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD vang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya % (ttga perempat) dan jumlah anggota DPRD, dan putusan
untuk mengusulkan pemberhentian tersebut diambil dengan  persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlab anggota DPRD yang hadir.
Berdasarkan keputusan.DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pimpinan
DPRD mengusulkan pemberhentian kepada Presiden, Presiden selanjuinya
memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (psl. 32 ayat (6)
dan (7).

Ketentuan dalam pasal 32 ayat (4) dan ayat (6) lebih tepat diberlakukan
jika putusan pengadilan baik yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maupun
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memuat ancaman hukuman kurang
dann 5 tahun walaupun tidak menyebut kualifikasi jenis tindak pidana yang

dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah,
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Penggunaan “ancaman hukuman dan atau putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap” dan proses hukum lembaga pengadilan untuk
membedakan proses pemberhentian batk sementara maupun tetap terhadap
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah dalam TUndang-undang
Pemenntahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya akan lebih tepat dan
objektif . Karena telah melalui proses hukum oleh lembaga yang independen
berkompeten untuk memberikan putusan yang scadil-adilnya sesuai dengan fakta
dan hukum. .

Menurut ketentuan pasal 33 ayat (3) tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dmnaksud dalam pasél 30, pasal 31, dan pasal 32 diatur dalam
Peraturan Pemerintah, dimana Peraturan Pacmenntah yang dimaksud saat ini
belum ditetapkan.

Sebelum melakukan penyeiidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah baik tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang
melalui usulan dari DPRD maupun tanpa melalui usulan DPRD/langsung oleh
Presiden, berlaku ketentuan pasal 36 UU No. 32/2004.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari
Presiden atas permintaan penyidik (ayat 1)

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung ;«;ejak ditenmanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan

dapat dilakukan (ayat (2)°. Maksudnya jika dalam batas waktu tersebut

® Ketentuan ini merupakan sebuah kemajuan dan kepastian dalam upaya penegakan hukum yang
menyangkut/tersangkanya Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, dimana persetujuan dari
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persetujuan dari Presiden belum keluar, maka secara otomatis Presiden dianggap
menyetujui tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kekuatan Undang-
undang tentang Pemerintahan Daerah. Terﬁadap tindallcan penyidikan yang
difanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. (ayat ( 3), Maksudnya
Jika dalam waktu 60 hari persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan
penahanan belum/tidak diberikan, tindakan penyidikan yang ditkuti dengan
penahanan oleh penegak hukum secara otomatis dapat dilakukan atas kekuatan
undang-undang ini, hanya saja dalam wakiu 2 kdll 24 jam wajib dilaporkan
kepada Presiden.

Tentang hai-hal yang dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu persethjuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik
adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka
telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara (ayat 4).
Berdasarkan pada ketentuan ini, jika Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala
Dacrah melakukan tindak pidana kejahatan apa saja dan tertangkap tangan tidak
memerlukan  persetujuan dari Presiden penyclidikan dan penyidikan serta
penangkapannya guna mengefektifkan penanganan perkaranya. Hanya saja
penegak hukum yang melakukan tindakan terhadap Kepala Daerah dan atau

Wakil Kepala Daerah ini harus memberitahukan/melaporkan kepada Presiden.

Presiden untuk dapat memeriksa seorang Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh aparat
penegak hukum selalu terhambat oleh prosedur persetujuan/ijin dari Presiden. Namun berdasarkan
ketentuan ini, jika persetujuan/ijin dari Presiden tidak juga kunjung diberikan kepada pemohon,
maka secara otomatis setelah 60 hari sejak permohonan disampaikan, penyidik dengan kekuatan
undang- undeng ini dapat melakukan pemeriksaan datam rangka penyelidikan dan penyidikan
terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Tesis
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BAB Il PEMBERHENTIAN KEPALLA DAERAH OLEH PRESIDEN TANPA
MELALUI USULAN DPRD

Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemernintahan Daerah menggunakan dua
model/cara pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, pertama,
pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden berdasarkan usul DPRD, dan kedna,
pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD. Dua cara
pemberhentian terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Darah im pada
akhirnya adalah sama, Presidenlah yang akan menentukan jadi dan tidaknya seorang
Kepala Daerah diberhentikan.

Menurut Suwoto Mulyosudarmo, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang hegemoni kekuasaan dalam hal pemberhentian Kepala Daerah, dan
bahkan mengenal pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD.*
Hegemoni kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintah ini juga nampak pada
proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih untuk ‘menjadi Kepala
Dacrah (pasal. 109), proses pembernian persetujuan untuk dilakukan penyelidikan dan
penyidikan (pasal. 36), pengesahan usul pemberhentian Kepala Daerah dan atau
Wakil Kepala Daerah oleh DPRD (pasal. 29 ayat (4) e, dan pasal. 32 ayat (7), serta
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa melalui
usulan‘keputusan DPRD (Pasal. 30 dan 31 UU No. 32/2004). Selain itu Presiden juga
melakukan tindakan rehabilitasi dan mengaktifkan kembali terhadap Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap ternyata. terbukti tidak bersalah (pasal 33

ayat (1}.

** Suwoto Mulyosudarmeo II, op <it. h. 283
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Presiden selaku Kepala Pemerintah sekaligus sebagai penanggungiawab
penyelenggaraan  pemerintahan  nasional/pusat  oleh undang-undang  diberi
kewenangan untuk memberhentikan sementara maupun pemberhentian tetap terhadap
Kepala Daerah dan atau Wakid Kepala Daecrah. Model pemberhentian terhadap
Kepala Daerah tersebut merupakan konsekuensi dan prinsip negara kesatuan, dimana
Presiden merupakan penanggungjawab dan penyelenggara pemerintahan secara
nasional yang diterjemahkan dalam Undang-'undang Pemerintahan Daerah sebagai
kewenangan akhir yang menentukan pemberhentian Kepala Daerah.

Pengkajian terhadap norma pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa-
melalui usulan DPRD atau pemberhentian Kepala Dacrah secara langsung oleh
Presiden akan dilakukan dengan pemaparan ferlebih dahulu tentang alasan yang
menyebabkan Kepala Daerah diberhentikan langsung oleh Presiden, kemudian diikuti
Jdengan pengkajian prosedur pemberhentian berdasarkan alasan tersebut.

3.1 Alasan pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD.
1. Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan, (psl. 30 ayat (1)). Menurut
penjelasan pasal 30 ayat (1) yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah
putusan pengadilan tingkat pertama atan pengadilan negeri. Alasan
pemberhentian ini merupakan alasan yang bersifat umum terkait dengan tindak
pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah tanpa melihat Jenis
tindak pidana yang dilakukan. Pemberhentian sementara oleh Presiden
dilakukan jika ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun atau lebih.

Penggunaan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih scbagai dasar
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pemberhentian sementara langsung oleh Presiden tanpa melalut usul DPRD
lebith tepat mengingat seseorang yang diancam pidana penjara 5 tahun atan
lebih tindak pidananya termasuk berat, walaupun tidak ada klasifikasi yang
pasti tentang berat dan rningannva hukuman yang didasarkan atas lamanya
ancaman hukuman/hukuman.

2. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden
tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasat 30 ayat (2).

. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh

[P

Presiden tanpa melalui usulan DPRD, karena diduga melakukan tindak pidana
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara (pasal 31
ayat (1). Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan
“diduga”™ dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke
pengadilan dalam proses penuntutan. Selain karena alasan tersebut, dalam
pasal 31 ayat (1) juga diatur tentang alasan karena didakwa melakukan tindak
pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal ini merupakan bentuk perluasan
kewenanagan Presiden terhadap pejabat penyelenggaran negara yang korup,
untuk diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD setelah
dilakukan proses hukum dan dinyatakan bersalah. Pencantuman terhadap
tindak pidana korupsi sebagai alasan pemberhentian tersebut sangat tépat,
untuk diterapkan saat ini mengingat selama penerapan Undang-undang
Pemenntahan Daerah sebelumnya. Perluasan alasan pemberhentian terhadap
Kepaa Daerah dan atau Wakit Kei:ala Daerah oleh Presiden karena alasan

melakukan tindak pidana korupsi sangat tepat sejalan dengan upaya
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pemberantasan korupsi yang selama ini (selama penerapan Undang-undang
Pemcrintahan Daerah sebelumnya) korupsi di daerah (baik yang dilakﬁkan oleh
pelaksana dilembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif daerah/DPRD)
sangat luar biasa besarnya/mlainya dan skala kejadiannya yang meluas pada
dacrah dalam penyclcnggaraan. pemerintahan  dacrah sebagar  salah satu
gkses/akibal yang sangat serius untuk ditangani dengan tegas.

4. Kepala Daerah dan/atay Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden
tanpa metalm usulan DPRD, karena terbukti melakukan makar dan/atau
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. (psl. 31 ayat (2). Ketentuan dalam ayat (2) i tidak
konsisten dengan ayat sebelumnya, dimana dalam ayat sebelumnya (ayat 1)
perbuatan terornisme dan korupsi secara tegas dicantumkan sebagai salah satu
alasan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dzerah, namun
dalam ayat benkutnya (ayat 2) tidak dicanturnkan, pada hal ayat (2) ini
seharusnya merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam avat (1).
Selain itu dalam ayat (2) juga tidak dinyatakan secama tegas bahwa dalam ayat
(2) tersebut merupakan pernyataan pengaturan lebih lanjut sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1). Berdasarkan dua alasan tersebut, dapat disimputkan
dan sekaligus merupakan buktt bahwa ketentuan dalam pasal 31 terdapat
ketidak konsistenan dalam pengaturan antara ayat (1) dan ayat (2).

Atas dasar itulah, beberapa alasan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD atau
pemberhentian dilakukan secara langsung oleh Presiden selaku Kepala

Pemerintah baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap dilakukan.
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Namun demikian pemﬁerhentian yang dilakukan oleh Presiden tanpa
melalui usul DPRD dapat dilakaukan serta merta oleh Presiden. Presiden dalam
membernentikan seorang Kepaia Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus
didahului dan didasarkan pada putusan pengadilan dan alasan-alasan tersebut.

Prosedur hukum merupakan proses vyang harus dilakukan dalam
pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakilnya. Dengan demikian
kesewenang-wenangan dalam pemberhentian seorang Kepala Dacrah dan/atau
Wakilnya oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD dapat dicegah selain lebih
objekiif.

3.2 Prosedur pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden tanpa melalu: usulan DPRD.

Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa
melalui usulan DPRD oleh Presiden menckankan pada proseé hukum, maka
untuk melakukan pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) harus dipenuhi
ketentuan pasal 36 UU No. 32/2004 tentang tmdakan penyelidikan dan
penyidikan terhadap Kepaia Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Presiden memberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD terhadap
Kepala Daerah dan atan Wakil Kepala Daerah apabila dinyatakan melakukan
tindak prdana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan atau karena diduga melakukan
tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara. Menurut penjelasan pasal 30 ayat (1) yang dimaksud dengan “putusan
pengadilan” dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau

pada pengadilan negeri, sedang menurut penjelasan pasal 31 ayait (1) yang
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dimaksud dengan “didakwa” dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah
dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Pemberhentian terhadap Kepala f)aerah dan atau Wakil Kepala Daerah
jenis i merupakan pemberhentian karena tuduhan perbuatan kriminal sehingga
pertanggungyawaban hukum harus terlebth dahulu dilakukan melalui proses
hukum dipengadilan, untuk itu dipertukan proses peradilan yang ekstra cepat.

Suwoto Mulyosudarmo menyatakan, pemberhentian sementara terhadap
Kepala Daerah ini adalah unik; sebab jika perkara demikian tidak mendapatkan
prioritas penyelesaian di peradilan, kemungkinan besar akan ferjadi bahwa akhir
dari proses berperkara akan jauh melalui masa jabatan Kepala Daerah.”’ Artinya
jika penmanganan perkara di pengadilan tidak dilakukan secara cepat, dapat
melampaui masa jabatan Kepala Daerah yang terbatas tersebut.

Hal tersebut sangat logis jika penanganan perkara di pengadilan harus
mendapat prioritas dalam proses penyelesaiannya, sebab sesuai dengan ketentuan
pasal 33 UU No. 32/2004, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, pa.ljng lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, dan jika proses perkarannya
tidak cepat selesai atau berlarut-larut, sangat mungkin akan melampaui masa

jabatannya,

® Ibid, h 254,
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‘lata cara pclaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,
pasal 31 dan pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana PP terscbut
saat i1 belum terbit. Untuk 1tu perlunya segera menerbitkan PP terscbut sejalan
dengan peneraba.n Undang-undang Pemerintahan Daerah in.

Sesual dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Wakil Kepala Daerah
menganiikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala
Daerah meninggal dunia, berhenti, dibérhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa
jabatannya.

Sesuai ketentuan pasal 34, apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), dan pasal 32
ayat (5), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dan apabila Wakil Kepala Daerah diberhentikan

sementara sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) dan pasal

32 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Kepala -

Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang teléh memperoleh
kekuatan hukum tetap. Jika Kepala Dacrah dan atau Wakil Kepala Daerah
diberhentikan sementara, Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul
Mendagr atau pejabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan

DPRD sampat dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Tesis

Ketentuan dalam pasal 34 yang menyatakan dengan pertimbangan DPRD
dalam menentukan Pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati/Walikota tidak jelas.

Makna dengan pertimbangan ini apakah dimaksudkan berupa persetujuan, atau
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hanya .sebatas pemberitahuan saja kepada DPRD. Jika dipahami dan
kewenangan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah oleh
Presiden karena alasan-alasan tersebut, maka makna dengan pertibangan DPRD
adalah pemberitahuan bahwa telah ditetapkan seorang pejabat Gubernur atau

Pejabat Bupati/Walikota sebab dalam penjelasan pasal 34 dinyatakan cukup

jelas.

 Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat (penjabat
Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota) diatur dalam Peraturan Pemedﬁtah
dimana PP yang dimaksud sebagai pelaksanaan UU No. 32/2004 tersebut sampai
saat it belum ditetapkan.

Jika tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 tahun atau lebih dan dugaan melakukan tindak pidana terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara terbukti yang
dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoieh kekua_tan hukum
tetap, maka Presiden memberhentikan Kepala Dacrah dan/atau Wakil Kepala
Daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal -35, apabila Kepala Daerah diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
jabatan Kepala Dacrah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa
jabatannya dan proses pelaksanaahnya dilakukan berdasarkan keputusan rapat
paripurna DPRD dan disyahkan oleh Presiden.

Rapat paripurna DPRD untuk menetapkan Walil Kepala Daerah sebagai
Kepala Daerah mengantikan Kepala Daerah tersebut hanya bersifat deklaratif
atau menguatkan/mengukuhkan pejabat yang sudah ada dan tidak memertukan

persetujuan dari anggota DPRD.
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Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang sisa masa
jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Kepala Daerah mengusulkan 2
(dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD
berdasarkan usul partar politik atau gabungan partar politik yang pasangan
caionnya terpilih dalam pemiliban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{pasal 35 ayat (2). Dalam penjelasan pasal tersebut tidak ada penjelasan mengapa
sisa masa jabatan Wakil Kepala Daerah yang lebih dan 18 bulan yang diisi,
sedang yang kurang dan itu tidak diist.

Dalam kasus seperti ini DPRD yang akan memilih calon Wakii Kepala
Daerah yang diusulkan Kepala Daerah sebanyak 2 orang melalui rapat paripuma,
Bagaimana jika Wakil Kepala Daerah yang dipilih DPRD tidak dapat “bekerja
sama” dengan Kepala Daerah? Inilah problemanya, dan mekanisme pasal 35 ayat
(2) tersebut lebih tepat dibahk untuk menghindari kekawatiran tersebut, yakni
DPRD yang mengusulkan 2 orang calon Wakil Kepala Daerah dari partai politi
atau gabungan partai politik yang calonnya ikut dalam pemilihan Kepala Dacrah
dan/atau Wakil Kepala Daerah, sedang Kepala Daerah yang memilih dari calon
yang diajukan olch DPRD tersebut. |

Jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan
secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan
dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerh dan
Wakil Kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya
penjabat Kepala Daerah. Dalam hal teadi kekosongan jabatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, sekretaris daerah melaksanakan -tugas schari-hari
Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Daerah

(pasal 35 ayat (3).
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Dalam ketentuan tersebut tidak diatur tentang masa jabatan pejabat Kepala
Daerah, hanya dalam pasal 34 ayat (3) ditentukan sampat dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana jika sisa
waktu pejabat Kepala Daerah untuk dilakukan pemilihan Kepala Daerak dan
Wakil Kepala Daerah tinggal kurang dan 6 bulan.

Imilah celah hukum yang harus disikapi de;lgan arif dan diisi oleh DPRD
terkait dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) jika masa jabatan pejabat Kepala Daerah
disamakan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan atau Wakilnya.

Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat
Kepala Dacrah diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana saat ini Peraturan
Pemerintah tersebut belum terbentuk. Dalam Peraturan Pemerintah itu juga harus
diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat Kepala Daerah
serta sanksi dan mekanisme jika terjadi pelanggaran peraturan perundang-

undangan atau tindakan tercela lainnya.
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BAB IV PENUTUP
4.1, Kesimpulan

Pemberhentian Xepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ada dua cara. Pertama, pemberhentian Kepala
Daerah oleh Presiden atas usul DPRD. Pemberhentian ini dikarenakan oleh hal-
hal yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) dan karena dugaan melakukan tindak
pidana yang mehbatkan tanggungjawabnya sehinngga menimbulkan krisis
kepercayaan publik yang meluas: Tidak diaturmmya mekanisme peﬁlberhentian
karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah dan karena melanggar larangan Kepala Dacrah dan/atau Wakil
Kepala Daerah oleh UU Pemerintahan Daerah ini akan menimbulkan ketidak
pastian penanganan dan penegakannya.

Pemberbentian Kepala Daerah oleh Presiden atas usul DPRD ini ada dua
cara, pertama pemberhentian terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah oleh Presiden berdasarkan putusan DPRD (pasal. 29 ayat (1) a dan b dan
pasal 29 ayat (2) a dan b, dan kedua, pemberhentian Kepala Dacrah oleh
Presiden atas usul DPRD  yang didasarkan atas putusan Mahkamah Agung
{pasal 29 ayat (2) d dan €. Terhadap alasan kedua ini DPRD dapat ;nengadili
(impeachment) Kepala Daerah dan Wakiinya jika dapat membuktikan mereka
melanggar sumpah/janji Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dan tidak
melaksanakan kewajtban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dacrah melalui
rapat paripurna DPRD dengan putusan meminta kepada Mahkamah Agung untuk
memeriksa mengadili dan memutuskan pendapat DPRD tersebut.

Kedua, pemberhentian Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usul

DPRD atau {angsung diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian ini ada dua
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yaitu yang bersifat sementara dan pemberhentian fetap. Pemberhentian
sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih tanpa menunjuk kualifikasi jenis
tindak pidanannya, dan karena dugaan melakukan teronsme, makar dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara. Pemberhentian 1m didasarkan atas
tuduhan tindak kriminal, untuk itu prioritas penanaganan/penyelesalan perkara di
pengadilan sangat penting. Sebab hal ini terkait dengan tindakan rehabilitasi
nama baik dan pengaktifkan kembali sampai habis masa jabatannya jika terbukii
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memlika kekuatan
hukum tetap. Jika tidak &iprioritaska.n penanganan/penyelesaian perkaranya olch
pengadiian, dapat saja proses hukum belum juga kunjung selesai/berlarut-larut
sampai masa jabatannya hﬁbis. Pemberhentian tetap oleh Presiden dilakukan jika
tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau Wakilnya teiah
memiliki kekuatan hukum tetap.

Pembatasan waktu kepada Presiden umtuk membernkan persetujuan/ijin
untuk memeriksa Kepala Daerah dan atau Wakil Kepata Daerah oleh pemohon
(penyidik) serta secara otomatis dapat dilakukan penyidikan jika tenggang waktn
tersébut tidak juga diberikan, merupakan kemajuan yang mengarah pada suatu
kepastian dalam wupaya penegakan hukum terutama yang menjadi
tersangka/terdakwanya Kepala Dacrah dan atau Wakil Kepala Daerah.

Penggunaan keputusan pcqgadjlan' yang sudah inkracht sekurang-
kurangnya 5 tahun atau lebih, sebagar dasar dalam membedakan proses
pemberhentian Kepala Daerah dan ataw Wakil Kepala Daerah oleh Presiden

melalui usulan DPRD dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakilnya
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oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD dalam lebih tepat dan objekuf selam
mengefektifkan proses tersebut.

Model pemberhentian Kepada Daerah dan/atau Wakilnya yang dianut
dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan
mekanisme hukum  melalut proses pengadilan dan pada mekanisme pohitik
melalut DPRD  akan menmaga stabilitas dan kelangsungan pemerintah daerah
dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam masa jabatannya .

4.2. Saran

| Penganturan alasan dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan
atau Wakil Kepala Daerah  dalam undang-undang Pemerintahan Daerah ini
lebih banyak pada mekanisme pertanggungjawaban hulum dari pada pada
pgrta.nggunawaban politik pada DPRD. Untuk mendukung mekanisme int
peranan lembaga penegak hukum terutama dalam proses bérperkara di
pengadilan sangat diperlukan. Untuk itu lahimya peraturan pemerintah sebagai
pelaksanaan dan ketentuan tentang tata cara pemberhentian Kepala Daerah dan
atau Wakil Kepala Daerah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi.

Pembentukan Peraturan  Pemerintah  tentang pen.gangkatan. dan
pemberhentian Kepala daerah dam atau Wakil Kepala Daerah sebagai
pelaksanaan dan undang-undang Pemerintahan Daerah sudah sangat mendesak
untuk segera diterbitkan mengingat dalam waktu dekat pelaksanaan pemilihan
Kepala Daerah berdasarkan undang-uhdang m1 di beberapa daerah sudah dekat.
Menurut catatan di Depdagri ada 224 daerah yang terdiri 213 daerah Kabupaten
dan Kota serta 11 Propinsi yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada

bulan Oktober 2004 hingga Marct 2005,
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Pengaturan vang  jelas téntang prosedur pengajuan pendapat dan hasil
penyehdikan DPRD ke Mahkamah Agung ke dalam bentuk hukum tertentu
(Perma) juga perlu scgera diterbitkan. mengingat it merupakan mekanisme yang
baru dari UU Pémen’ntahan Daerah i,

Pengaturan tentang prosedur dan kewenangan pemberhentian terhadap
Kepala Daerah dan ataw” Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban hukum lebih tepat jika didasarkan atas ancaman hukuman
atau lamanya hukuman yang diputuskan pengadilan kusus yang terkait dengan
tnduhan kriminal. Hal ini untuk menghindan kerancuan yang diatu; dalam pasal
30 dengan pasal 32 ayat (4), dimana semua tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan hukuman 5 tahun atan lebih maupun hukuman paling singkat 5
tahun atau lebih setelah memiliki kekuatan hukum tetap, pemberhentian
sementara maupun pemberhentian tetap Kepala dacrah dan atau Wakil Kepala
Daerah dilakukan secara langsung oleh Presiden dengan memberlakukan
ketentuan pasal 30.

Tidak adanya pengaturan-mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan
atau Wakil Kepala Daerah karena alasan “tidak memenuhi syarat Kepala Daerah
dan atau Wakil Kepala Daerah ” dan “karena melanggar larangan Kepala Dacrah
dan atau Wakil Kepala Daerah” (pasal. 29 ayat (2) ¢ dan f, akan menimbulkan
kesulitan dalam proses penegakkannya. Untuk itu DPRD harus dapat bertindak
anf dalam menyikapi hal tersebut dengan mengisi kekosongan hukum dalam
menanggapt dua alasan pelanggaran sesuai dengan mekanisme DPRD

berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.
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